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ABSTRAK
PELAKU PERKOSAAN DI BAWAH UMUR
(STUDI PERBANDINGAN ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM PIDANA POSITIF)

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari Syari'at Islam yang berlaku
semenjak Rasullullah SAW dengan landasan al-Qur'an dan Hadis. Hukum pidana
Islam pada zaman Rasul dijadikan sebagai hukum publik bagi lapisan masyarakat.
Hukum pidana positif di Indonesia sendiri merupakan warisan kolonial Belanda
yang direvisi sebagian sehingga sifat hukum pidana Indonesia jelas berbau
kolonial. Kedua sistem hukum tersebut mengkategorikan berbagai kejahatan dan
salah satu yang termasuk kejahatan besar adalah perkosaan. Perkosaan merupakan
tindak pidana dengan ganjaran sanksi yang berat bukan terkena sanksi rajam atau
jilid tergantung status perkawinannya sebagaimana surat An-Nur: 2, namun dapat
dibunuh atau disalib atau dibuang dari negerinya sebagaimana Al-Ma'idah : 33.
Sebagai sebuah realitas masa kini delik perkosaan banyak dilakukan oleh anak
berumur belasan yang notabenenya secara hukum positif masih berusia di bawah
umur sehingga eksistensi UU Peradilan Anak menjadi lebih berarti sebagai
landasan yuridis. Hukum pidana Islam sendiri memiliki cara pandang yang
berbeda dalam pembatasan usia anak di bawah umur karena menggunakan dasar
tanda-tanda anak telah balig. Konsekwensinya dalam pidana Islam memandang
dan menetapkan pelaku perkosaan yang masih berusia belasan baginya tetap
dijatuhkan sanksi sebagaimana mestinya dalam nas karena pelaku tersebut berarti
pada dirinya telah ditemukan tanda-tanda kedewasaan (balig) dengan
kemampuannya melakukan persetubuhan.

Penetapan sanksi bagi pelaku perkosaan di bawah umur dalam pidana
Islam masih bersifat subhat maka disitulah diperlukan kehati-hatian dalam
menjatuhkan sanksi. Dari situlah diperlukan penelitian yang mendalam dengan
melihat segi kriteria pelaku itu sendiri. Dalam melihat kriteria pelaku dalam
pidana Islam jelas harus menerapkan disiplin ilmu lain diantaranya seperti ilmu
figh serta psikologis. Hal tersebutlah yang memberikan: kesempatan kepada
penyusun untuk menganalisis konsep pidana Islam dan pidana positif yang lebih
mendalam dengan mencari sisi_persamaan dan perbedaan antara kedua sistem
hukum tersebut serta berusaha mengkompromikannya.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian hukum maka pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang
digunakan dengan menelaah sumber-sumber hukum yang ada baik pidana Islam
maupun pidana positif.

Berdasarkan metode yang digunakan maka dapat diketahui bahwa antara
kedua sistem hukum tersebut dalam menetapkan sanksi bagi pelaku perkosaan di
bawah umur tidak diberikan hukuman pokok, keduanya sama-sama menetapkan
perbuatan tersebut (perkosaan) sebagai suatu delik dengan ancaman hukuman
yang berat. Perbedaannya adalah dalam pidana Islam ketentuan batas usia di
bawah umur tidak tertulis secara jelas di dalam al-Qur'an sehingga menimbulkan
perbedaan pendapat di antara para fugaha sedangkan dalam pidana positif tertulis
secara jelas dalam Undang-undang.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
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A. Konsonan Tunggal
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

a. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h
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b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis t.

D. Vokal Pendek

E. Vokal Panjang

i

fathah + alif T G e

o ditulis

_ fathah+yamati d@tuhjs ,
e ditulis
. karm

e gl
. ??US B ditulis
| dammah+wawumati ditulis
. ‘ _ ditulis

: furid |
=9 B | ,

F. Vokal Rangkap

. Fathah + ya' mati ' a0 e

. fathah ¢ wawumati | dimlis o oaw
ditulis : . Qaulun .
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G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

Apostrof

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila ditkuti Huruf Qamariyyah

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (eDnya.

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.
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MOTTO

Dosa Terbesar Adalah Takut
Rekreasi Terbesar Adalah Bekerja
Keberanian Terbesar Adalah Sabar

Rahasia Terbesar Adalah Mati
Keuntungan Terbesar Adalah Anak Sholeh
Kebanggaan Terbesar Adalah Kepercayaan

Pemberian Terbesar Adalah Partisipasi
Kesalahan Terbesar Adalah Putus Asa
Modal Terbesar Adalah Percaya Diri
Guru Yang Paling Baik Adalah Pengalaman
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BAB1

PENDAHULUAN

4

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan seksual merupakan suatu permasalahan konkrit yang tidak
bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena hal tersebut berjalan secara
alamiah dan telah menjadi fitrahnya sebagai ciptaan Allah SWT.

Permasalahan tersebut bisa menjadi permasalahan yang rawan bila
dihadapkan pada sosok seorang yang tengah melewati masa remajanya, karena
pada masa itu remaja merupakan tempat rawan dari singgahnya berbagai
pengaruh kebudayaan negatif yang tidak mengindahkan etika, moral, hukum dan
agama.

Terbuka lebarnya pintu kebudayaan dan sistem informasi komunikasi pada
saat ini memberikan peluang yang lebih luas terhadap banyaknya penyelewengan
terhadap etika, moral, hukum dan agama. Deviasi-deviasi seksual yang dilakukan
remaja merupakan suatu kasus yang tengah merebak di ﬁlasyarakat dan kasus
tertinggi diantaranya adalah pemerkosaan dan penyimpangan-penyimpangan
seksual yang ternyata bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa namun dilakukan
pula oleh seorang anak dalam usia remajanya.

Dalam dua dasawarsa terakhir ini seperti yang dikemukakan oleh Hasan

Basri, bahwa kenakalan remaja semakin semarak dan menarik perhatian.



Permasalahannya semakin meningkat bukan saja dalam frekuensinya tetapi yang
lebih mengkhawatirkan adalah karena variasi dan intensitasnya.'

Jenis-jenis deviasi seksual remaja beragam dan kasus-kasus yang merebak
di masyarakat adalah perkosaan yang diartikan oleh Hasan Basri merupakan
kesenangan melakukan hubungan kelamin dengan wanita atau pria tanpa diawali
persetujuan dan penyerahan diri serta diikuti dengan tindakan-tindakan paksaan
dan penuh ancaman. Tindakan tersebut dapat dilakukan secara sendirian tetapi
sering pula dilakukan oleh beberapa orang.’

Baik negara ataupun agama keduanya melarang perbuatan maksiat
tersebut dengan jenis hukuman yang berbeda. Negara tumbuh dan besar karena
adanya kekuatan hukum yang ditempatkan secara benar dan adil. Sedangkan
dalam Islam segala sesuatunya diatur dengan nas-nas baik itu al-Qur’ an maupun
hadis. Dalam asas legalitas disebutkan bahwa tidak akan ada hukuman yang tidak
terdapat undang-undang yang mengaturnya. Begitu pula dalam Pidana Islam asas
legalitas juga berlaku secara mutlak. Setiap tindak pidana dalam Islam harus
memenuhi Syarat yaitu diantaranya adalah hukuman' harus disyari'atkan yaitu
sesuai dengan sumber hukum yang. telah ditetapkan dan diakui oleh syari'at
Islam.?

Hukum Islam dan hukum positif memang memiliki perbedaan begitu pula

dalam hukum pidananya. Hukum Pidana Islam di dalamnya diberlakukan sifat

' Hasan Basri, Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya (Yogyakarta:
Mitra Pustaka, 2004), him. 4.

2 Ibid., him. 9-10.

3 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung Pustaka,
2004), hlm. 41.



hukuman yang terlihat kejam dan merupakan balasan, sedangkan dalam pidana
positif sifat hukuman lebih fleksibel dan semata-mata bukan balasan namun
tujuan untuk membuatnya menjadi jera.

Dalam perkembangan berikutnya hukum pidana Islam seperti pada masa
sckarang berhadapan dengan realitas tuntutan masyarakat Indonesia yang
didominasi oleh pemeluk agama Islam sebagai subyek dan sckaligus obyek
hukum. Hukum Pidana Islam tidak akan terlepas dari fighnya sedangkan hukum
pidana positif tidak akan terlepas dari pengaruh hukum warisan kolonial Belanda
yang pernah bercokol di Indonesia.

Dalam tindak pidana perkosaan diatur secara tegas dalam KUHP pasal 285
dengan hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun. Ketentuan tersebut berlaku
bukan atas usia anak (remaja) namun pada usia yang dianggap telah memenuhi
kategori usia dewasa. Batas umur usia anak yang dapat diajukan dalam sidang
diminimalkan 8 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun, belum pernah kawin
dan apabila telah melampaui batas usia tersebut namun belum mencapai 21 tahun
dapat diajukan ke sidang anak.’ Segala aturan hukum pidana yang berlaku pada
KUHP akan dianggap tidak berlaku pada pelaku delik yang dilakukan oleh anak.
Sebagai gantinya diberlakukan Undang-undang Peradilan Anak yaitu UU RI No.
3 Tahun 1997. Sebagai konsekwensinya lama ataupun beratnya hukuman bagi

orang dewasa jelas berbeda dengan lama atau beratnya hukuman yang berlaku

bagi usia anak.

4 Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (2).



Dalam hukum pidana Islam tindak pidana atau yang disebut dengan
Jarimah tindak perkosaan dikatakan sebagai zina dengan pemaksaan (al-wat 'u bi
al-ikrah) yang pelakunya bisa dikenakan dengan hukuman had bentuk jamaknya
}.zudual.5 Had adalah hukuman yang sudah ditentukan syara” untuk jenis kejahatan
tertentu.

Adapun hukuman terhadap jarimah perzinaan ditegaskan dalam al-Qur'an
yaitu dalam surat an-Nur (24) : 2 dan dalam hadis. Kemudian yang menjadi
persoalan adalah apabila dilakukan oleh seorang anak. Batasan kategori usia anak
dalam Islam dibatasi 15 tahun atau telah bermimpi sehingga usia setelah itu tetap
dikenakan hukuman sebagaimana yang diberlakukan pada orang dewasa. Dalam
Islam seseorang akan terkena beban untuk melaksanakan hukum dengan syarat
seorang mukallaf yang harus sanggup memahami nas-nas syara' yang berisi taklif
dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

6 Lgman s Y} Lusi A} IS

Mukallaf dalam hal ini adalah yang telah diberi tanggung jawab untuk
melaksanakan Sunnah yang syaratnya yaitu dewasa (telah datang haid, keluar
mani/berumur 15 tahun), sadar dan bukan gila, mabuk, pingsan serta anak-anak.”

Pidana Islam juga tidak mengenal adanya pengurangan hukuman terhadap

Jjenis jarimah yang telah dilakukan oleh seorang mukailaf, karena dalam pidana

’ Tagiyuddin Abu Bakar, Kifayah al-Akhyar, alih bahasa Achmad Zaidun, cetl
(Surabaya: Bina Ilmu, 1997), II: 63.

S Al-Baqgarah (2) : 286.

7 Hussein Khalid Bahreisj (ed.), Kamus Standar Hukum Islam, cet. 1 (Surabaya: Tiga
Dua, 1997), him. 160.




Islam sifat hukuman yang dijatuhkan tidak bisa ditawar dengan tujuan penegakan
prinsip keadilan (al-‘adalah).

Antara kedua hukum yaitu hukum pidana Islam dan hukum positif
memiliki sisi perbedaan yang cukup tajam dalam menangani tindak pidana
perkosaan yang dilakukan oleh seorang anak. Berangkat dari fenomena
tersebutlah yang kemudian memberikan ketertarikan tersendiri untuk melakukan
penelitian terhadap subyek hukum dalam hal ini adalah anak di bawah umur yang
melakukan delik perkosaan.

Seberapa jauh kedua hukum itu menerapkan sanksi (hukuman) terhadap
anak yang dianggap masih dibawah umur yang melakukan delik perkosaan. Hal

tersebut yang menjadi inti dalam pembahasan penelitian skripsi ini.

B. Pokok Masalah
Berpijak dari pemaparan latar belakang yang diuraikan di atas, maka
penyusun dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam bab-
bab selanjutnya. Adapun pokok-pokok: permasalahan yang akan penyusun bahas
adalah :
1. Bagaimana kriteria dan sanksi (hukuman) pelaku perkosaan di bawah
umur menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan dari penelitian ini adalah :

a. Untuk mendeskripsikan tentang kriteria dan sanksi pelaku
perkosaan di bawah umur baik dalam hukum pidana Islam maupun
hukum pidana positif.

b. Untuk mendeskripsikan tentang persamaan dan perbedaan menurut
kedua sistem hukum yaitu hukum pidana Islam dan hukum pidana
positif tentang masalah pelaku perkosaan di bawah umur.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Bagi kehidupan secara umum, yaitu memberikan pengertian dan
pemahaman serta kesadaran yang kokoh akan pentingnya
pemberlakukan suatu hukum yang dapat mengakomodir
kesejahteraan masyarakat serta pentingnya mematuhi ketentuan
hukum yang telah ada untuk menegakan keadilan sehingga dapat
menekan tingkat kejahatan perkosaan terutama yang dilakukan
oleh anak di bawah umur.

b. Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah dalam bidang hukum terutama
pidana untuk dapat mencermati delik perkosaan serta pelaku delik
perkosaan yang masih berusia di bawah umur yang berkembang di
masyarakat sehingga diharapkan dapat memperkaya khazanah

intelektual khususnya di bidang hukum pidana.



D. Telaah Pustaka

Islam merupakan agama yang berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis.
Keduanya merupakan pedoman yang tidak bisa dipisahkan dan merupakan
pedoman dalam menjalankan kehidupan di dunia dengan nas-nas berupa aturan
hukum yang termaktub dalam figh.

Begitu pula negara memiliki otoritas untuk menjalankan aturan hukum
yang telah disepakati sebagai suatu kekuatan dan kedaulatan yang penuh.
Sehingga jelaslah sebagai seorang khalifah Allah kita tidak dapat melepaskan diri
kehidupan kita dari syari‘ah dan hukum yang berlaku di negara ini.

Kajian mengenai perkosaan memang tidak jarang ditemui. Namun kajian
mengenai pelaku pemerkosaan atau delik lain yang khusus menyoroti dari segi
pelakunya yaitu seorang anak (belum dianggap dewasa) belum pernah penyusun
temui di lingkungan UIN Sunan Kalijaga terutama di Fakultas Syari'ah. Namun
setidaknya terdapat beberapa skripsi yang membahas tentang perkosaan dari sisi
yang lebih bersifat global yang nantinya dapat penyusun jadikan tolak ukur
ataupun masukan tersendiri dalam penyusunan skripsi ini;

Pembahasan mengenai perkosaan dapat ditemui pada skripsi Tamyiz yang
berjudul “Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak Bawah Umur Menurut Hukum
Pidana Islam™. Skripsi tersebut membahas tentang korban perkosaan yang masih
berusia dibawah umur (masih kecil), sehingga jelaslah bahwa skripsi tersebut

hanya menyoroti dari segi korban perkosaannya yang masih berusia di bawah

umur.

¥ Tamyiz,"Tindak Pidana Perkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum
Pidana Islam", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan.



Han’'am Maria dalam skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana
Perkosaan (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam dan KUHP)”,” menyajikan
analisa perbandingan antara kedua hukum tersebut terhadap tindak pidana
perkosaan secara umum.

Di samping beberapa skripsi di atas hasil penelitian mengenai pelaku
perkosaan yang masih berusia di bawah umur secara hukum belum penyusun
temui di lingkungan fakultas syari'ah. Begitu pula buku-buku yang membahas
mendetail tentang pelaku perkosaan yang masih berusia anak (belum dewasa)
belum penyusun temukan. Namun hal tersebut bukan berarti tidak dibahas sama
sekali dalam buku-buku yang mengkaji hukum pidana Islam ataupun hukum
positif. Di antaranya adalah buku karya Drs. Makhrus Munajat M. Hum. dalam
bukunya yang berjudul “Dekonstruksi Hukum Pidana Islam”. Buku tersebut
membahas berbagai jenis jarimah dan macam hukumanvy'rang akan dijatuhkan.
Kaitannya dengan pelaku jarimah yang dilakukan oleh usia anak (belum balig)
disinggung secara jelas dalam buku tersebut sehingga dapat penyusun jadikan
acuan. Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan kaidah-kaidah pokok dalam hukum
pidana Islam setidaknya ada 2 syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang maupun
perbuatan sehingga dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Perfama, adalah
syarat yang berkaitan dengan sifat mukallaf dan kedua syarat yang berkaitan

dengan perbuatan mukallaf."’

® Hani'am Maria, "Tindak Pidana Perkosaan (Studi Perbandingan Antara Hukum Islam
dan KUHP)", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tidak Diterbitkan.

19 Makhrus Munajat, Dekonstruksi, hlm. 22.




Untuk mengetahui ketentuan hukum pidana Islam mengenai perkosaan
dalam Islam, penulis merujuk pula kepada Rahmat Hakim dalam bukunya Hukum
Pidana islam (Fikih Jinayah), begitu juga HA. Djazuli dalam bukunya "Figh
Jinayah" (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), semuanya membahas
mengenai berbagai tindak pidana serta bentuk-bentuk hukumannya, baik itu
didasarkan pada al-Qur'an dan Zadis maupun atas dasar keputusan hakim (7a zir)
atau pemerintah yang berkuasa yang kesemuanya bertujuan untuk menjamin
ketenangan hidup manusia disetiap waktu dan tempat sehingga kejahatan dan
perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi yang tidak mungkin
diperbaiki bisa diatasi dengan hukuman had, serta menjelaskan berbagai bentuk
kejahatan yang telah mengganggu kehidupan manusia.'’

Buku lain yang menjadi pedoman secara formal bagi hukum pidana positif
adalah UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Buku tersebut dijadikan
landasan secara formil dalam penyusunan skripsi ini disamping KUHP. UU
Peradilan Anak merupakan ketentuan yang bersifat administrative artinya yang
mengatur dari sisi tata cara peradilan anak dalam proses petsidangan, sedangkan
KUHP dijadikan sebagai landasan kasus perkosaannya.

Leden Marpaung, SH dalam bukunya “Kejahatan Terhadap Kesusilaan
dan Masalah Prevensinya”, menyajikan jenis-jenis delik yang melanggar
kesusilaan termasuk diantaranya delik perkosaan. Pornografi, zina, perkosaan

(Rape), perbuatan cabul hingga judi dibahas secara tuntas lengkap dengan cara

" Syekh Ali Ahmad al-Jurjawi, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, alih bahasa Drs.
Hadi Mulyo dan Drs. Sobahussurur, cet. I (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hlm. 4371.
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prevensinya. Dan yang mendapat sorotan tajam dari mass media menurut Leden
adalah mengenai kejabatan terhadap kesusilaan adalah perkosaan."

Kemudian PAF. Lamintang, SH dalam bukunya “Delik—delik Khusus
Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-Norma
Kepatutan”. Lebih jauh membahas pasal demi pasal dalam KUHP yang berkaitan
dengan delik kesusilaan. Menurut beliau untuk dapat menyatakan seseorang
terdakwa yang didakwa benar-benar melanggar larangan yang diatur dalam pasal
285 KUHP haruslah terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana
seperti yang dimaksudkan.”

Di samping itu berbagai buku mengenai Pidana Islam, Figh dan Pidana
Positif terutama yﬁng berkaitan dengan delik perkosaan tidak akan lepas dari

pegangan penyusun dalam menyusun skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Secara umum seluruh penetapan hukum didasarkan pada al-Qur'an dan
hadis dan ulama sepakat akan kedua sumber dalil hukum tersebut."’ Di samping
1tu peraturan hukum negara Indonesia termaktub dalam perundang-undangan yang

telah disepakati bersama dan memiliki kekuatan tersendiri di masyarakat.

9Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, cet. 1
(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 49.

BPAF. Lamintang, Delik-delik Khusus, Tindak Pidana Melanggar Norma-norma
Kesusilaan dan Norma Kepatutan (Bandung: Mandar maju, 1990), him. 109.

"Subhi Mahmasani, Falsafah al-Tasyri® FT"al-Islam, alih bahasa Ahmad Sodjono, cet. I
(Bandung: Al-Ma’arif, 1976), him. 135.
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Menurut Muslehuddin, hukum Islam merupakan sistem ketuhanan yang
mendahului negara Islam dan tidak didahului olehnya, mengontrol masyarakat
Islam dan tidak dikontrol olehnya."®

Tujuan hukum menurut Prof Subekti sebagaimana yang dikutip oleh
Kansil adalah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada
rakyatnya.'® Hal tersebut berarti pula bersifat mendatangkan keadilan. Sedangkan
menurut Van Apeldoorn tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup
manusia secara damai.'’Agama Islampun tidak akan lepas dari tujuan keadilan
yaitu mewujudkan kehidupan yang berkeadilan secara merata.

Sebagaimana tujuan hukum secara umum di atas, hukum pidana yang
merupakan bagian dari hukum juga memiliki tujuan khusus. Tujuan pidana Islam
menurut Hasbi ash-Shiddieqy adalah memelihara dari kejahatan dan kerusakan
mempunyai perlindungan yang paling pokok terhadap kepentingan manusia yang
mencakup 5 hal yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, harta.'® Adapun tujuan hukum
pidana adalah agar manusia dapat mempertanggungjawabkan apa yang telah

diperbuatnya sehingga dapat dikenakan hukuman."’

Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, alih bahasa
Yudian Wahyudi Asmin dkk., cet. I (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), him. 45.

'*CST. Kansil, Pengantar Itmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai
Pustaka, 1989), him. 41.

bid | him. 42.

"*Hasbi ash-Shidddieqy, Filsafat Hukum Islam,<et. IV (Jakarta: Bulan Bintang, 1990),
him. 188.

CST. Kansil, Pengantar Ilmu, him. 265.
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Jarimah atau delik perkosaan merupakan jenis jarimah yang melanggar
kehormatan dan jiwa seseorang dalam hal imi adalah pihak perempuan yang
menjadi korbannya. Dalam hukum Pidana Islam mengkategorikan perkosaan
sebagai zina dengan pemaksaan (al-wat'u bi ‘al ikrah), di mana unsur-unsur
perkosaan sama dengan unsur-unsur zina. Adapun unsur-unsur perkosaan
adalah:?°

1. Adanya pelaku, adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan.
2. Korban, yaitu perempuan yang bukan istrinya.

3. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.

4. Terjadinya persetubuhan.

5. Tidak adanya unsur subhat.

Pelaku perkosaan sebagaimana yang terdapat dalam unsur-unsur
perkosaan haruslah memenuhi syarat yaitu merupakan seorang mukallaf yang
sanggup dibebani kewajiban hukum atasnya dalam hal ini berarti tidak ada
penghalang bagi berlakunya hukuman bagi pelaku.

Zina merupakan salah satu tindakan mengumbar nafsu atas sesuatu yang
haram baginya dan Allah sangat mengharamkan perbuatan tersebut. Ketentuan
lain yang berlaku adalah bahwa setiap jarimah yang telah dilakukan baik itu
perkosaan atau jenis jarimah lain harus dikenai hukuman atas pelakunya sesuai

dengan apa yang telah dilakukannya. Namun demikian seorang pelaku haruslah

Siti Aminah dkk, Wanita dan Pelecehan Seksual (Suatu Tinjauan Mengenai
Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelecehan Seksual di Daerah Istimewa Yogyakarita)
(Yogyakarta: Proyek Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga, 1995), him. 98.



13

merupakan umat manusia yang padanya telah dikenai kewajiban sesuai dengan
kemampuan yang dimiliki yaitu faklif atau beban yang sanggup dikerj akan.”!

Dalam aturan yang ada dikemukakan bahwa seorang pelaku perkosaan
atau jenis jarimah lain harus seorang mukallaf yang atas padanya dapat dikenakan
taklif. Mukallaf merupakan keadaan di mana ia telah balig dengan ketentuan yang
ditetapkan.

Seorang pelaku perkosaan yang masih berusia 15 tahun ke bawah atau
belum balig menurut jinayah belum dapat diberlakukan hukuman atas dirinya
karena pelaku merupakan unsur perkosaan dimana pelaku belum memiliki syarat

seorang mukallaf yaitu balig. Ketentuan ini sesuai dengan hadis sebagai berikut :
Oe sl o ) Go g Bty e AU GodB M (e Sl 28

2 ‘)-‘SEL;..’AL;-’*““

Ketentuan - tentang  penetapan ' usia seseorang dapat ~dikenakan suatu
hukuman dalam pidana Islam memang tidak tertulis secara jelas artinya keadaan
kedewasaan atau balig belumnya sescorang dari masing-masing individu berbeda
satu sama lain. Dari alasan tersebutlah sehingga dalam pidana Islam ketentuan
mengenai pembatasan usia dewasa dalam hal ini usia seseorang telah dapat

dikenakan hukuman tidak tertulis secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis.

2! Makhrus Munajat, Dekonstruksi, hlm. 19.

2 Imam Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab T alaq, Bab Taldg fT al-ighldqi wa al-kurhi wa
Sakrdni wa al-Majniini wa amrihima wa al-Ghalati wa An-Nisyaani fi at-Taldqi wa as-Syirki wa
Ghairihi,cet. 1 (Beirut: Dar al- Kutub al-" Alamiyah),IT1:489.
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Dalam pidana Islam hukuman bagi pezina baik pezina mufisan maupun
ghairu muhsan memang sangat jelas yaitu rajam hingga mati bagi pezina mufisan
dan jilid 100 kali bagi pezina ghairu muhsan. Hukuman tersebut merupakan
hukuman pokok bagi tiap orang yang melakukan jarimah tersebut. Untuk jarimah
perkosaan (zina dengan pemaksaan) yang dilakukan oleh anak di bawah umur
dapat dikategorikan perbuatan yang masih bersifat subhat schingga tidak dapat
dikenakan hukuman pokok sebagaimana ketentuan dalam al-Qur'an karena
adanya ketidaksempurnaan dari subyeknya, namun sebagai konsekwensi hukum
dalam pidana Islam dimungkinkan pelaku tersebut mendapatkan hukuman fa zir
(hukuman pengganjaran).”’

Sementara dalam hukum pidana positif delik perkosaan diatur dalam
KUHP pasal 285 dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 12 tahun.
Bunyi secara lengkap adalah sebagai berikut :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa

seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam

karena Zryelakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12
tahun.”

Dari bunyi pasal 285 KUHP di atas dapat diketahui unsur-unsur obyektif
dari tindak pidana perkosaan yaitu ;*
1. barang siapa.
2. dengan kekerasan atau

3. dengan ancaman akan memakai kekerasan

»Syekh Mahmud Syaltut, Akidah dan Syari‘ah Islam, alih bahasa Fachruddin HS
(Jakarta:PT. Bina Aksara, 1985), him. 18.

2% Moeljatno, KUHP Pasal 285 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), him. 105.

2 PAF. Lamintang, Delik-delik, hlm. 108.
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4. memaksa

5. seorang wanita

6. menghadapkan hubungan kelamin diluar pernikahan
7. dengan dirinya

Dari ketujuh unsur diatas tindakan tersebut yang dimaksud dalam pasal
tersebut adalah haruslah dilakukan dengan sengaja dan bukan sebuah
keterpaksaan.

Atas dasar pasal tersebut seorang pelaku perkosaan akan dikenakan
hukuman pidana sebagaimana peraturan yang ada. Namun apabila seorang pelaku
masih berusia di bawah 21 tahun maka KUHP sebagai landasan diatas dianggap
tidak berlaku bagi pelaku. Sebagai gantinya dalam proses mekanisme peradilan
diterapkanlah UU Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 yang menjadi kekuatan
hukum bagi delik yang dilakukan oleh usia anak. Berdasarkan UU tersebut
lamanya hukuman dan banyaknya denda yang berlaku pada anak pidana hanya 2
(separoh) dari hukuman yang dikenakan pada orang dewasa. Hal tersebut sesuai
dengan pasal 26 UU No. 3 tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut ;

Penjara atau_ kurungan yang. dapat_ dijatuhkan kepada anak nakal

sebagaimana dimaksud dalam pasal | angka 2 huryf a, paling lama %

(satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang

dewasa.*®

Dari ketentuan hukum tersebut dalam hukum pidana positif dapat

dipahami secara jelas bahwa ketentuan usia sescorang yang telah dapat dijatuhi

% Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Pasal 26.
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hukuman apabila melakukan delik telah diatur secara eksplisit yaitu dalam UU
Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997.

Berkaitan dengan ancaman sanksi (hukuman) bagi pelaku perkosaan
sebagimana berpedoman pada UU Peradilan Anak, maka pelaku yang masih di
bawah umur tidak mendapatkan hukuman pokok dari ancaman pidana perkosaan
pada orang dewasa melainkan hanya 1/2 —nya saja. Hal ini merupakan sesuatu
yang dapat dipahami dengan terbuka bagi pelaksanaan penjatuhan hukuman
terhadap pelaku perkosaan yang masih berusia di bawah umur sehingga dalam

menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tidak terdapat adanya keragu-raguan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara utama yang harus digunakan dalam
mencapai suatu tujuan yang akan diharapkan. Cara utama itu harus dilakukan
dengan memperhatikan obyek dan subyek yang diteliti. Karenanya metode
penelitian adalah sebuah pengertian yang cukup maka perlu adanya penjelasan
secara eksplisit dalam | setiap ‘penelitian’’~ Adapun: metode penelitian yang
digunakan dalam penggunaan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian pustaka (/ibrary

research), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber

datanya.*®Adapun datanya berupa data-data yang terkait dengan problem research

*’Winarno Surachmad, Dasar dan Tekhnik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah
(Bandung: Tarsito, 1972), hlm. 121.

?® Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), him. 9
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dari penelitian ini. Peneliti berangkat dari pokok masalah yaitu bagaimana
kriteria dan sanksi pelaku perkosaan di bawah umur dalam pandangan hukum
pidana Islam dan dan hukum pidana positif serta bagaimana persamaan dan
perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut. Pertanyaan dari pokok masalah
tersebut dijawab dengan mencan jawaban yang terdapat pada data, ternyata data-
data yang dibutuhkan untuk menjawab pokok masalah adalah data primer yang
merujuk pada buku-buku data pustaka misalnya dalil-dalil yang berupa al-Qur an,
hadis, figh kemudian KUHP, UU Peradilan Anak sehingga penelitian ini dapat
dikategorikan sebagai penelitian pustaka.

Agar hasil penelitian ini lebih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah,
maka penyusun menyandarkan pada 2 sumber data, yaitu :

a. Data primer, yaitu sumber data yang penyusun jadikan sebagai rujukan
utama dalam membahas dan meneliti permasalahan seputar delik perkosaan
atau zina dengan unsur paksaan yang lebih menekankan pada unsur pelaku
yang masih berusia di bawah umur. Diantara sumber primer tersebut
diantaranya penyusun merujuk kepada buku "Asas-asas Hukum Pidana
Islam", buku "Figh Jinayah", "Dekonstruksi Hukum Pidana Islam".
Sedangkan sumber primer dalam hukum pidana positif yaitu UU Peradilan
Anak NO. 3 Tahun 1997, KUHP, buku "Kejahatan Terhadap Kesusilaan
dan Masalah Prevensinya", buku "Delik-delik Khusus (Tindak Pidana

Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan)".
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b. Data sekunder, yaitu sumber data yang penyusun ambil dari buku-buku
atau kitab-kitab lain yang dapat mendukung pembahasan permasalahan
yang dikemukakan, antara lain buku "Ilmu Ushulul Figh", "Fikih Sunnah
Jilid 9", "Musu'uah Fighi Umar Ibnil Khatab ra", buku Hukum Pidana
Syari‘at Menurut Ajaran Ahlussunah".

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif’ analitik dan komparatif
yaitu penelitian ini berusaha memaparkan tentang penjatuhan hukuman (sanksi)
terhadap tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur
sebelum akhimya akan mendeskripsikan kerangka hukum dari kedua hukum
tersebut yaitu hukum pidana Islam dan hukum pidana positif melalui data-data
yang diperoleh, kemudian menjelaskan mengenai aspek persamaan dan perbedaan
ketentuan kedua hukum tersebut dalam penjatuhan sanksi (hukuman) bagi pelaku
perkosaan yang masih berusia di bawah umur.
3. Pendekatan Masalah
Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah :

a) Normatif, yaitu mengkaji ketentuan hukum tindak pidana perkosaan yang
dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur menurut ketentuan yang
terdapat dalam al-Qur’an dan hadis.

b) Yuridis, yaitu mempelajari dari segi hukum yang terdapat dalam KUHP
dan UU No. 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

4. Analisis Data

* Lexy J. Moleong, Mefodologi Penelitian Kualitatif, cet XIII (Bandung:Remaja
Rosda Karya, 2000), him. 6.
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Analisis data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah
komparasi, yaitu usaha untuk membandingkan sesuatu untuk mengidentifikasi
secara jelas letak persamaan dan perbedaan tentang kriteria perkosaan yang
dilakukan oleh anak di bawah umur serta akibat hukumnya jika dilihat dari dua

paradigma hukum yaitu pidana Islam dan hukum pidana positif.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan
skripsi ini serta sebagai upaya dalam menjaga keutuhan dari pembahasan
permasalahan dalam skripsi agar terarah dan sistematis, maka dibuat sistematika
yang dibagi menjadi lima bab pembahasan.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang akan mengeksplorasi dari
penelitian ini. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, kemudian
dilanjutkan dengan pokok masalah agar permasalahan yang akan dibahas menjadi
lebih terfokuskan dan mengena sasaran yang diharapkan. Setelah itu dilanjutkan
dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telah pustaka, kerangka teoretik, metode
penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, mengenai pandangan hukum pidana Islam tentang pelaku
perkosaan di bawah umur. Dalam bab ini terdiri dari sub-sub bab yang akan
menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum, kriteria delik perkosaan dan
dilanjutkan dengan membahas sanksi pelaku perkosaan di bawah umur.

Bab Ketiga, akan membahas pandangan hukum pidana positif (Indonesia)

tentang pelaku perkosaan anak di bawah umur dengan sub-sub bab pembahasan
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seperti halnya pada bab sebelumnya, yaitu dimulai dengan membahas pengertian
dan dasar hukum, dilanjutkan dengan kriteria delik perkosaan dan diakhiri dengan
pembahasan ketentuan pidana bagi pelaku perkosaan di bawah umur.

Bab Keempat, dalam bab ini membahas analisis terhadap kriteria dan
sanksi terhadap pelaku perkosaan di bawah umur. Dalam bab keempat ini juga
dibagi menjadi 2 sub bab pembahasan yaitu pertama dengan menganalisis dari
segi kriteria pelaku perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sub bab
selanjutnya diteruskan dengan analisis dari segi sanksi yang diberikan kepada
pelaku perkosaan di bawah umur. Dari kedua analisis tersebut kemudian akan
didapatkan aspek-aspek persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum
tersebut.

Bab Kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan akhir dari

pembahasan permasalahan dan saran-saran serta lampiran-lampiran yang penting.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari beberapa uraian-uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan
maka penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kiriteria perkosaan dalam pidana Islam adalah hubungan seksual yang
dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan istrinya dan
dilakukan dengan adanya ketidakrelaan dari pihak perempuan. Kriteria bagi
pelaku perkosaan di bawah umur dalam pidana Islam ditentukan dengan
adanya tanda-tanda telah dewasa (balig) seseorang yang secara umum ditandai
dengan telah keluar mani atau telah mimpi, telah tumbuh rambut pada
kemaluannya atau telah berusia 15 tahun. Para fugaha secara garis besar
menetapkan batasan usia di bawah umur adalah di bawah usia 15 tahun.
Apabila seorang anak belum melewati masa tersebut (belum ditemukan tanda-
tanda tersebut) maka ia dianggap belum balig berarti ia dapat terbebas dari
pertanggungjawaban pidana seperti yang diberikan pada orang dewasa karena
dianggap belum memiliki kesempurnaan dalam berpikir, kemampuan dalam
menerima dan melaksanakan suatu fak/if. Dalam pidana Islam perkosaan yang
dilakukan oleh anak di bawah umur dapat dikategorikan dalam perkara yang
masih subhat schingga dalam memutuskan sanksi harus dihindari karena
ketentuan telah balig belumnya seorang anak berbeda-beda antara satu anak
dengan yang lainnya serta memerlukan ketelitian dalam menjatuhkan suatu

sanksi. Dalam pidana Islam tidak terdapat ketentuan yang jelas tentang
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ketentuan batasan umur karena dalam al-Qur'an sendiri tidak menetapkan
ketentuan batasan umur hingga dewasa secara pasti. Sesuai dengan Surat Al-
Ma'idah ayat (33) maka hukuman bagi perkosaan dianggap sebagai perbuatan
yang membuat kerusakan di muka bumi yang dapat dihukum dengan
hukuman dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kakinya atau dibuang
dari negerinya. Dengan menggunakan giyas aulawi maka pebuatan pemerkosa
disamakan dengan perbuatan orang yang membuat kerusakan baik kerusakan
akhlak maupun kehormatan korbannya. Sedangkan surat An-Nur ayat (2)
merupakan landasan hukum bagi jarimah zina dengan jenis hukuman rajom
atau jilid tergantung status perkawinannya.. Bagi pelaku perkosaan atau delik
lain berlaku bagi para pelaku jarimah yang dianggap belum cukup umur harus
dihindari hukuman gisas atau rajam serta jilid dan sebagai gantinya dapat
dikenakan hukuman yang lebih bersifat pendidikan atan pengganjaran atan
ta zir.

Sedangkan kriteria bagi pelaku perkosaan di bawah umur dalam hukum
pidana positif ditentukan, oleh rpasal 285 KUHP, Menurut KUHP kriteria
perkosaan adalah barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam
karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
Kriteria pelaku dalam pidana di Indonesia adalah orang yang mampu
melakukan hubungan seksual meskipun usia mereka masih dianggap di bawah
umur menurut hukum yang berlaku. Ketentuan batasan umur dapat dikenai

hukuman atau sanksi dalam pidana di Indonesia tertulis secara jelas (diatur
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secara jelas) yaitu dalam pasal 45 KUHP yaitu 16 tahun, sedangkan dalam UU
Peradilan Anak NO. 3 Tahun 1997 adalah mereka yang berusia di bawah 18
tahun. Sanksi yang dapat diberikan pada anak di bawah umur yang melakukan
perkosaan dapat dijerat dengan pasal 285 KUHP tentang perkosaan namun
secara substansial lamanya anak mendapat sanksi (hukuman) menggunakan
dasar UU Peradilan Anak. Dengan demikian ancaman pidana bagi delik
perkosaan menurut pasal 285 yaitu maksimal 12 tahun pidana penjara apabila
pelakunya adalah seorang anak di bawah umur menurut UU Peradilan Anak
menjadi dikurangi 1/2-nya yéitu maksimal 6 tahun ancaman pidana penjara.

2. Persamaan antara kedua hukum tersebut adalah bagi pelaku perkosaan yang
dianggap masih belum dewasa sama-sama tidak mendapatkan hukuman pokok
namun menggantikannya dengan hukuman yang lebih ringan.

Perbedaan antara kedua hukum tersebut adalah jika dalam pidana Islam
ketentuan batasan umur sescorang sehingga dapat dikenakan hukuman tidak
tertulis secara pasti artinya di dalam nayg tidak terdapat landasan secara pasti
sehingga terdapat perbedaan pandangan di antara fugaha. Sedangkan dalam
hukum pidana positif ketentuan batasan wmur tertulis secara pasti artinya

tertuang dalam peraturan yang pasti yaitu dalam KUHP serta UU Peradilan

Anak No. 3 Tahun 1997.
B. Saran-saran
Adapun saran-saran yang dapat penyusun berikan sebagai berikut:
1. Dalam menangani pelaku jarimah apapun khususnya bila mereka masih di

bawah umur memerlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menjatuhkan
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suatu sanksi dengan memperhatikan faktor-faktor psikologis dan psikis dart
pelaku sehingga tidak terjadi kesalahan dan dapat terhindar dari perkara yang
masth subhat.

. Hendaknya pemerintah dalam membuat UU khususnya UU NO. 3 Tahun 1997
tentang Peradilan Anak haruslah memberikan penjelasan dan batasan-batasan
yang lebih jelas dan lebih terperinci sehingga tidak terjadi kerancuan.

. Perlunya penambahan baik secara kuantitas dan kualitas Lembaga
Pemasyarakat Khusus Anak sehingga napi yang masih anak-anak tidak
berbaur dengan napi orang dewasa.

. Bagi para fugaha dan alim ulama serta tokoh masyarakat hendaknya lebih
intensif dalam memberikan support serta bimbingan juga pemantauan secara
efektif sehingga dapat mengurangi dan mencegah anak-anak usia di bawah
umur melakukan tindak pidana.

. Perlunya ijtihad ulama secara menyeluruh dalam menetapkan ketentuan
batasan umur seseorang dianggap telah dewasa dengan berpijak pada al-
Qur'an dan Aadis sehingga tidak terjadi kontroversi yang mencolok antara
hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

. Begitupun masyarakat hendaknya memberikan dukungan lebih kepada putra-
putrinya agar tidak melakukan tindak pidana. Begitu pula pemerintah, alim
ulama, serta tokoh masyarakat harus bersatu, serta tokoh masyarakat harus
bersatu turut serta menjadi orang tua bagi seluruh anak-anak sehingga dapat

mencegah terjadinya delik dengan pelaku yang masih berusia di bawah umur.
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